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KEPUTUSAN 

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 359/MPP/Kep/10/1997 

T E N T A N G 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI, 

IMPOR, PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL 


MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 


Menimbang 


Mengingat 


a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengawasan dan Pengendalian Minuman 

Beralkohol, maka dipandang perlu mengatur 
kembali produksi, pengimporan, pengedaran dan 
penjualan Minuman Beralkohol; 

b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan 
Menteri Perindustrian dan Perdagangan. 

1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 

(Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 
tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan 
Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 
1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
81) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 
(Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2966); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang 
Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan 
(Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2469); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 

Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3037); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3474); 

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang 

Pariwisata (Lembaran Negara Tahun 

1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
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Nomor 3427); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992Nomor 100, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang 

Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613); 

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang 
Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3605); 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang- 
barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 
1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
2473); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional 
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434); 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri 
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3596); 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan 
Berikat (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 50, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638); 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1996 
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3658); 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
5 Tahun 1997 tentang Pengawasan Barang Kena 
Cukai (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3669); 


16.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 
96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet 
Pembangunan VI Sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 
388/M Tahun 1995; 


17.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 
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Tahun 1995 tentang Daftar Bidang Usaha Yang 
Tertutup Bagi Penanaman Modal; 

18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 
2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan 
Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan 
Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua 
Puluh Lima Kali Diubah, terakhir dengan 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 
Tahun 1995; 

19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 
Tahun 1997 tentang Pengawasan Dan Pengendalian 
Minuman Beralkohol; 

20. Keputusan Menteri Perdagangan Republik 
Indonesia Nomor 314/Kp/VIII/1974 tentang 
Peredaran Impor Dan Ekspor Obat, Makanan 
Minuman, Alat Kecantikan dan Alat Kesehatan; 

21. Keputusan Menteri Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor 1458/Kp/XII/1984 tentang Surat 
Izin Usaha Perdagangan (SIUP), sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri 
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 

372/Kp/XI/1988; 

22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 382/Menkes/Per/VI/1989 tentang 

Pendaftaran Makanan; 

23. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 109/KMK.00/1993 tentang Toko Bebas Bea 
(Duty Free Shop); 

24. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 490/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana 
Impor Barang Penumpang, Awak Sarana 
Pengangkut, Pelintas Batas, Kiriman Pos, Dan 
Kiriman Melalui Perusahaan Jasa Titipan; 

25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 79/Menkes/Per/II/1978 tentang Label 

Dan Periklanan Makanan; 

26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 59/Menkes/Per/II/1982 tentang 
Larangan Peredaran, Produksi Dan Mengimpor 
Minuman Keras Yang Tidak Terdaftar Pada 
Departemen Kesehatan; 

27. Keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 
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133/MPP/Kep/6/1996 tentang Barang Yang Diatur 
Tata Niaga Impornya; 

28.Keputusan Menteri Perindustrian Republik 
Indonesia Nomor 256/MPP/Kep/7/1997 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha 
Industri Dan Izin Perluasan. 


MEMUTUSKAN 


Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 
TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI, 
IMPOR, PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL 


BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 

l.Minuman Beralkohol adalah minuman yang 

mengandung ethanol yang diproses dari 

bahan hasil pertanian yang mengandung 
karbohidrat dengan cara fermentasi dan 

destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, 
baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih 
dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau 
tidak, maupun yang diproses dengan cara 
mencampur konsentrat dengan ethanol atau 
dengan cara pengenceran minuman dengan 
ethanol. 

2.Industri Minuman Beralkohol adalah perusahaan 
industri yang memproduksi Minuman Beralkohol 
di dalam negeri. 

3. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan 
kegiatan dibidang usaha Minuman Beralkohol 
yang dapat berbentuk Perorangan, Persekutuan 
atau Badan Hukum yang berkedudukan di 
Indonesia. 

4. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah 

penyaluran Minuman Beralkohol untuk 

diperdagangkan. 

5.Importir Minuman Beralkohol adalah perusahaan 
Importir Terdaftar (IT) pemilik Angka Pengenal 
Impor Umum (API/U) yang mendapat izin khusus 
dari Menteri untuk mengimpor Minuman 
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Beralkohol. 

6.Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk 
Importir Minuman Beralkohol dan atau Industri 
Minuman Beralkohol untuk menyalurkan 

Minuman Beralkohol asal impor dan atau hasil 
produksi Dalam Negeri. 

7.Sub Distributor adalah perusahaan yang 
ditunjuk oleh Distributor untuk menyalurkan 
Minuman Beralkohol di wilayah tertentu. 

8. Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) adalah 

perusahaan sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan 
Berikat dan Surat Keputusan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 109/KMK.00/1993 
tentang Toko Bebas Bea (Duty Free Shop), yang 
menjual Minuman Beralkohol secara eceran dalam 
kemasan. 

9. Pengecer adalah perusahaan yang menjual secara 
eceran Minuman Beralkohol khusus dalam 
kemasan. 

10. Penjual Langsung Untuk Diminum adalah 
Perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol 
untuk diminum ditempat. 

11. Hotel, Restoran dan Bar termasuk Pub dan Klab 
Malam adalah sebagaimana dimaksud dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dibidang Pariwisata. 

12. Rumah Sakit adalah sarana pelayanan kesehatan 
termasuk Rumah Bersalin, Puskesmas, Balai 
Kesehatan dan praktek dokter. 

13.Sekolah adalah sarana kegiatan belajar dan 
mengajar mulai dari Taman Kanak-kanak sampai 
dengan Perguruan Tinggi termasuk Pusat Kursus- 
kursus. 

14.Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat 
SIUP adalah Surat Izin untuk dapat 
melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan 
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri 
Perdagangan No.1458/Kp/XII/1984 tentang Surat 
Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 

15. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman 
Beralkohol yang disingkat SIUP MB adalah Surat 
Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha 
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Perdagangan khusus Minuman Beralkohol golongan 
B dan C. 

16.Menteri adalah Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan Republik Indonesia. 


Pasal 2 

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan 

sebagai berikut : 

a. Minuman Beralkohol golongan A adalah Minuman 
Beralkohol dengan kadar ethanol (C2H50H) 1% 
(satu perseratus) sampai dengan 5% (lima 
perseratus); 

b. Minuman Beralkohol golongan B adalah 
Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol 
(C2H50H) lebih dari 5% (lima perseratus) 
sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); 

c. Minuman Beralkohol golongan C adalah Minuman 
Beralkohol dengan kadar ethanol (C2H50H) lebih 
dari 20 % (dua puluh perseratus) sampai dengan 
55% (lima puluh lima perseratus). 


Pasal 3 

Menteri berwenang sepenuhnya menetapkan : 

a. Ketentuan mengenai produksi, impor, pengedaran 
dan penjualan serta penimbunan Minuman 
Beralkohol golongan A, B dan C. 

b. Jenis atau produk-produk Minuman Beralkohol 
golongan A, B dan C yang dapat di jual atau 
diperdagangkan di dalam negeri. 


Pasal 4 

(1) Setiap Industri Minuman Beralkohol golongan 
A, B dan C wajib memperoleh Izin Usaha 
Industri. 

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
mengurangi perizinan yang dipersyaratkan 
oleh Instansi lain. 


Pasal 5 
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(1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan 
usaha perdagangan Minuman Beralkohol golongan 
B dan C wajib memperoleh SIUP dan SIUP MB 

(2) Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha 
perdagangan Minuman Beralkohol golongan A 
cukup memiliki SIUP dan tidak diwajibkan 
memperoleh SIUP MB. 


BAB II 

PRODUKSI 

Pasal 6 

(1) Industri Minuman Beralkohol golongan A, B dan 

C dalam memproduksi Minuman Beralkohol wajib 

memenuhi semua persyaratan sebagai berikut : 

a. Standar Nasional Indonesia Minuman 

Beralkohol yang adalah ada. 

b. Standar mutu dan persyaratan sanitasi 
Minuman Beralkohol yang ditetapkan oleh 
Menteri Kesehatan; 

c. Standar teknis proses produksi Minuman 

Beralkohol sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I Keputusan ini; 

(2) Industri Minuman Beralkohol golongan A, B dan 

C wajib menerapkan proses fermentasi dan 

destilasi atau fermentasi tanpa destilasi 

dalam proses produksinya. 

(3) Perusahaan Industri Minuman Beralkohol yang 
memproduksi Minuman Beralkohol golongan A, B 
dan C dilarang melakukan pengemasan ulang 
(repacking), atau melakukan proses produksi 
dengan cara pengenceran dan atau pencampuran 

dengan ethanol (C2H50H). 

(4) Perusahaan Industri Minuman Beralkohol 

golongan A, B dan C dilarang memproduksi 
Minuman Beralkohol yang isi kemasannya kurang 
dari 180 (seratus delapan puluh) ml, kecuali 
untuk memenuhi kebutuhan penjualan 

langsung untuk diminum dikamar hotel 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2). 

(5) Perusahaan Industri Minuman Beralkohol 
golongan A, B dan C dilarang menyimpan dan 
menggunakan ethanol (C2H50H) sebagai bahan 
baku dalam pembuatan Minuman Beralkohol. 
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(6) Khusus untuk Industri Minuman Beralkohol 

golongan B yang memproduksi Minuman 
Beralkohol mengandung rempah-rempah, jamu dan 
sejenisnya untuk tujuan kesehatan 

diperkenankan : 

a. menambah ethanol (C2H50H) untuk tujuan 
pengawetan sehingga produk akhir minuman 
mengandung kadar alkohol setinggi- 
tingginya 15% (lima belas perseratus); 

b. menyimpan/menimbun ethanol (C2H50H) untuk 
memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a sebanyak-banyaknya untuk 
kebutuhan paling lama 3 (tiga) bulan 
produksi. 

(7) Bahan baku Minuman Beralkohol dalam bentuk 
konsentrat dilarang diedarkan di dalam negeri 

(8) Minuman Beralkohol yang tidak termasuk 
Minuman Beralkohol golongan A, B dan C 
dilarang diproduksi di dalam negeri. 


Pasal 7 

(1) Produksi Industri Minuman Beralkohol golongan 
A, B dan C dibatasi maksimal sesuai dengan 
kapasitas yang tercantum dalam Izin Usaha 
Industri yang telah diperoleh. 

(2) Apabila berdasarkan pembuktian ternyata 

produksi riil rata-rata selama 2 (dua) tahun 
berturut-turut berada dibawah 60 % (enam 

puluh perseratus) dari kapasitas yang telah 
diizinkan, maka besarnya kapasitas produksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada 
setiap Industri Minuman Beralkohol A, B dan C 
dapat dikurangi dengan Keputusan Menteri. 


Pasal 8 

(1)Industri Minuman Beralkohol golongan A,B dan 
C yang telah memperoleh Izin Usaha Industri 
dan memiliki bukti telah melaksanakan 

ketentuan Pasal 6 ayat (2), tidak diwajibkan 
memperbaharui Izin Usaha Industrinya, cukup 
membuat laporan tertulis dengan dilampiri : 

a.Surat Pernyataan telah melaksanakan 
semua ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat 
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(2) dalam Keputusan ini. 

b.Daftar Kepemilikan mesin/peralatan 

fermentasi dan destilasi atau fermentasi 
tanpa destilasi. 

(2) Industri Minuman Beralkohol golongan A, B dan 

C yang telah memperoleh Izin Usaha Industri 
dan belum melaksanakan ketentuan Pasal 

6 ayat (2), wajib memperbaharui Izin Usaha 
Industrinya. 

(3) Industri Minuman Beralkohol golongan A, B dan 
C yang telah memperoleh STPIK/TDI, dan belum 
melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), 
wajib mengganti STPIK/TDI yang diperoleh 
dengan Izin Usaha Industri sesuai dengan 
ketentuan dalam Keputusan ini. 

(4) Industri Minuman Beralkohol golongan A, B dan 
C yang telah memperoleh STPIK/TDI dan telah 
melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), 
wajib mengganti STPIK/TDI yang diperoleh 
dengan Izin Usaha Industri, cukup dengan 
melampirkan : 

a. Surat Pernyataan telah melaksanakan semua 
ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) 
dalam Keputusan ini. 

b. Daftar Kepemilikan mesin/peralatan 

fermentasi dan destilasi atau fermentasi 
tanpa destilasi. 


Pasal 9 

(1)Industri Minuman Beralkohol golongan A, B dan 
C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib 
menyampaikan laporan realisasi produksi 

kepada Direktur Jenderal Industri Hasil 
Pertanian dan Kehutanan dengan tembusan 

kepada : 

1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri; 

2. Direktur Jenderak Pajak; 

3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 

4. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan 
Makanan; 

5. Kepala Kantor Wilayah Departemen 

Perindustrian dan Perdagangan; dan 

6. Kepala Kantor Departemen/Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Daerah 

Tingkat II Percontohan setempat. 
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(2)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan tahun 
kalender berjalan sebagai berikut : 


Triwulan 

I 

: 1 Januari 

Maret 

sampai 

dengan 

31 

Triwulan 

II 

: 1 April 
Juni 

sampai 

dengan 

30 

Triwulan 

III 

: 1 Juli 
September 

sampai 

dengan 

30 

Triwulan 

IV 

: 1 Oktober 

Desember 

sampai 

dengan 

31 


dengan menggunakan Formulir Model A 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV 
Keputusan ini. 


Pasal 10 

(1) Pembaharuan/penggantian izin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) 
cukup dilakukan dengan mengajukan Surat 
Permintaan Pembaharuan/Penggantian Izin dengan 
melampirkan : 

a. Izin Usaha Industri atau Surat Tanda 
Pendaftaran Industri Kecil (STPIK)/Tanda 
Daftar Industri (TDI) yang asli dan sah; 

b. UKL dan UPL; dan 

c. bukti telah memenuhi ketentuan Pasal 6 
ayat (1) dan ayat (2) yang berupa : 

1) Hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 
dari Pejabat yang berwenang, atau; 

2) Surat Pernyataan telah melaksanakan 
semua ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat 
(2), apabila selambat-lambatnya 14 (empat 
belas) hari kerja sejak diterimanya 
permintaan SIUPMB secara lengkap dan 
benar Pejabat yang berwenang tidak 
melakukan Berita Acara Pemeriksaan; 

3) Daftar kepemilikan mesin/peralatan 

fermentasi dan destilasi atau fermentasi 
tanpa destilasi. 

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diajukan kepada Menteri. 

(3) Tata cara pemberian pembaharuan dan 

penggantian Izin dilaksanakan 
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sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan 
Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 
256/MPP/Kep/7/1997. 

Pasal 11 

Terhadap Industri Minuman Beralkohol golongan A, 

B dan C yang sudah tidak beroperasi lagi, Izin 
Usaha Industri atau STPIK/TDI yang telah 
diperoleh dilarang untuk dipindah tangankan, 
diperbaharui, diganti dan atau dipindahkan 
lokasinya, dan Izin usaha Industri atau 
STPIK/TDI dimaksud dicabut serta dinyatakan 
tidak berlaku. 


Pasal 12 

(1) Pada setiap kemasan atau botol Minuman 

Beralkohol golongan A, B dan C yang 
diproduksi untuk konsumsi di dalam negeri 
wajib dilengkapi label sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 
tentang Pangan. 

(2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib menggunakan bahasa Indonesia, angka 
Arab dan huruf Latin dan sekurang-kurangnya 
memuat keterangan mengenai : 

a. nama produk; 

b. kadar alkohol; 

c. daftar bahan yang digunakan; 

d. berat bersih atau isi bersih; 

e. nama dan alamat pihak yang memproduksi; 

f. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa; 

g. pencantuman tulisan "Minuman Beralkohol". 

(3) Pada label Minuman Beralkohol golongan A, B 
dan C yang diproduksi di dalam negeri 
dilarang mencantumkan kata "halal". 

BAB III 
I M P O R 

Pasal 13 

(1) Yang dapat mengimpor Minuman Beralkohol 
golongan A, B dan C adalah Importir Minuman 
Beralkohol yang ditetapkan oleh Menteri. 


(2) Importir Minuman Beralkohol golongan A, B dan 
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C dilarang mengimpor Minuman Beralkohol yang 
isi kemasannya kurang dari 180 (seratus 
delapan puluh) ml, kecuali untuk keperluan 
penjualan dikamar hotel sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 ayat (2). 

(3) Jenis Minuman Beralkohol golongan A, B dan C 
yang dapat diimpor adalah sebagaimana 
dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini. 

(4) Jumlah dari masing-masing Jenis Minuman 
Beralkohol yang dapat diimpor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk 
setiap periode 1 (satu) tahun oleh Menteri. 

(5) Bahan baku Minuman Beralkohol dalam bentuk 
konsentrat dilarang diimpor. 

(6) Minuman Beralkohol golongan A, B dan C yang 
diimpor wajib memenuhi ketentuan Standar 
Nasional Indonesia serta Standar Mutu dan 
persyaratan sanitasi Minuman Beralkohol 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(7) Minuman Beralkohol yang tidak termasuk 
Minuman Beralkohol golongan A, B dan C 
dilarang diimpor. 


Pasal 14 

Jumlah Minuman Beralkohol golongan A, B dan C 
yang akan diimpor setiap tahun ditetapkan oleh 
Menteri dengan mempertimbangkan: 

a. Kapasitas produksi Industri Minuman Beralkohol 
yang hasilnya disediakan untuk pasar dalam 
negeri. 

b. Pendapat dari Asosiasi penjual Minuman 

Beralkohol yang terkait. 


Pasal 15 

Pelaksanaan impor Minuman Beralkohol golongan A, 
B dan C hanya oleh Importir yang telah 
ditetapkan dan tidak diperkenankan dilakukan 
oleh perusahaan lain atas nama Importir 
bersangkutan. 


Pasal 16 
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(1) Pada setiap kemasan atau botol Minuman 

Beralkohol golongan A, B dan C yang diimpor 
dan dikonsumsi di dalam negeri wajib 
dilengkapi dengan Label sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1996 tentang Pangan. 

(2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib menggunakan bahasa Indonesia, angka 
Arab dan huruf Latin dan sekurang-kurangnya 
memuat keterangan mengenai : 

a. nama produk; 

b. kadar alkohol; 

c. daftar bahan yang digunakan; 

d. berat bersih atau isi bersih; 

e. nama dan alamat Importir; 

f. nama dan alamat pihak yang memproduksi; 

g. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa; 

h. pencantuman tulisan "Minuman Beralkohol". 

(3) Pada label Minuman Beralkohol golongan A, B 
dan C yang diimpor dilarang mencantumkan kata 
"halal". 


Pasal 17 

Siapapun dilarang membawa Minuman Beralkohol 
golongan A, B dan C dari luar negeri sebagai 


barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri 
sebanyak-banyaknya 1000 (seribu) ml per orang 
dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 
(seratus delapan puluh) ml. 

BAB IV 

PENGEDARAN DAN PENJUALAN 

Pasal 18 

(1) Jumlah pengedaran dan penjualan Minuman 
Beralkohol golongan A, B dan C impor untuk 
dikonsumsi dalam negeri setiap periode 1 
(satu) tahun ditetapkan oleh Menteri. 

(2) Dilarang mengedarkan dan atau menjual Minuman 
Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (8) dan Pasal 13 ayat (7) . 
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Pasal 19 

(1) Penjual Langsung Untuk Diminum Minuman 

Beralkohol golongan A, B dan C hanya 

diizinkan menjual Minuman Beralkohol 

untuk diminum ditempat. 

(2) Pengecer Minuman Beralkohol golongan A, B dan 

C hanya diizinkan menjual Minuman 

Beralkohol secara eceran dalam kemasan. 

(3) Dilarang menjual dan mengedarkan Minuman 

Beralkohol golongan A, B dan C yang isi 
kemasannya kurang dari 180 (seratus delapan 
puluh) ml. 

Pasal 20 

(1) Siapapun dilarang menjadi Penjual 

Langsung Untuk Diminum ditempat Minuman 

Beralkohol golongan B dan C, kecuali di : 

a. Hotel Berbintang 3, 4 dan 5; 

b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan 
Talam Selaka; 

c. Bar termasuk Pub dan Klab malam yang 

berlokasi di Ibukota Propinsi. 

(2) Penjualan Minuman Beralkohol golongan B dan C 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
diizinkan dikamar hotel untuk diminum 
ditempat dengan kemasan tidak lebih besar 
dari 187 (seratus delapan puluh tujuh) ml. 
per kemasan. 

(3) Bagi daerah tertentu yang tidak memiliki satu 

pun tempat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah 
Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta untuk Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta dengan mempertimbangkan kegiatan 
Wisatawan Mancanegara di daerah tersebut, 
dapat menetapkan tempat/lokasi Penjual 
Langsung Untuk Diminum Minuman Beralkohol 
golongan B dan C yang berlokasi di Ibukota 
Kabupaten/Kotamadya berdasarkan persetujuan 
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan 
berpedoman ketentuan-ketentuan dalam 

Keputusan ini. 

(4) Bar termasuk Pub dan Klab Malam yang telah 
ada di Daerah Tingkat II dapat ditetapkan 
sebagai tempat/lokasi Penjualan Langsung 
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Untuk Diminum Minuman Beralkohol golongan B 
dan C oleh Bupati/Walikotamadya berdasarkan 
persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 
dengan mempertimbangkan adanya kegiatan 
Wisatawan Manca Negara di daerah tersebut. 


Pasal 21 

Siapapun dilarang menjadi Pengecer Minuman 
Beralkohol golongan B dan C kecuali Toko Bebas 
Bea (Duty Free Shop). 


Pasal 22 

(1) Dilarang mengecer dan atau menjual Langsung 
Untuk Diminum Ditempat Minuman Beralkohol 

golongan A : 

a. di Warung/Kios Minuman, Gelanggang Olah 
Raga, Gelanggang Remaja, Kantin, Rumah 
Billiar, Gelanggang Permainan dan 
Ketangkasan, Panti Pijat, Kaki Lima, 
Terminal, Stasiun, Kios-kios kecil, 
Penginapan Remaja dan Bumi Perkemahan; 

b. berdekatan dengan Tempat Ibadah, Sekolah, 
Rumah Sakit, dan Pemukiman; 

c. tempat/lokasi tertentu, yang ditetapkan 
oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah 
Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta. 

(2) Penetapan tempat "berdekatan" sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan 
oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah 
Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta dengan memperhatikan kondisi 
daerah masing-masing. 

(3) a. Penjual Langsung Untuk Diminum Minuman 

Beralkohol golongan A, B dan C hanya 
diizinkan melakukan penjualan pada siang 
hari jam 12.00 s/d 15.00 waktu setempat dan 
pada malam hari jam 19.00 s/d 22.00 waktu 
setempat; 

b. Pada hari libur diluar Hari Raya 
Keagamaan waktu penjualan malam hari dapat 
diperpanjang dengan maksimum 2 jam; 

c. Untuk menyesuaikan dengan pola kehidupan 
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masyarakat setempat Bupati/Walikotamadya 
Daerah Tingkat II/Gubernur Kepala Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta dapat menyesuaikan 
jadwal tersebut diatas dengan tetap tidak 
melebihi jumlah jam penjualan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan b. 


Pasal 23 

(1) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 ayat (1), Bupati/Walikotamadya 
Kepala Daerah Tingkat II/Gubernur Kepala 
Daerah Ibukota Jakarta menetapkan 

tempat/lokasi Pengecer dan atau Penjual 

Langsung Untuk Diminum Minuman Beralkohol 
mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya 
untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya 
setinggi-tingginya 15%(lima belas perseratus) 

(2) Importir, Distributor, Sub Distributor, 

Pengecer termasuk Toko Bebas Bea (Duty Free 
Shop), Penjual Langsung Untuk Diminum 
termasuk Hotel, Restoran, Bar, Pub dan Klab 
Malam dan tempat tertentu lainnya, yang 
mengedarkan atau menjual Minuman Beralkohol 
yang mengandung rempah-rempah, jamu dan 
sejenisnya untuk tujuan kesehatan, wajib 
memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan 
(SIUP) dan atau Surat Izin Tetap Usaha Hotel 
dan Restoran, serta wajib memperoleh Surat 
Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol 
(SIUP MB) bagi yang memperdagangkan 

Minuman Beralkohol yang mengandung rempah- 
rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan 
kesehatan yang kadar alkoholnya diatas 5% 
(lima perseratus). 

(3) Khusus untuk pedagang keliling, pedagang 

kakilima, pedagang pinggir jalan yang tidak 
menggunakan kendaraan bermotor untuk menjual 
Minuman Beralkohol yang mengandung rempah- 
rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan 
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) baik secara eceran maupun menjual 
langsung untuk diminum tidak diwajibkan 
memperoleh SIUP maupun SIUPMB. 

(4) Minuman untuk tujuan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 
Menteri Kesehatan. 


Pasal 24 
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(1) Toko Bebas Bea dilarang menjual Minuman 
Beralkohol golongan B dan C, kecuali secara 
eceran kepada : 

a. Anggota Korps Diplomatik sebagaimana 

dimaksud dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1957; 

b. Tenaga (Ahli) Bangsa Asing yang bekerja 

pada Lembaga- lembaga Internasional 

sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 19 Tahun 1955; 

c. Mereka yang akan bepergian ke luar negeri; 

d. Mereka yang baru tiba dari luar negeri. 

(2) Penjualan secara eceran kepada mereka 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dibuktikan dengan Kartu Identitas 

sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 

109/KMK.001/1993 tentang Toko Bebas Bea (Duty 
Free Shop). 

(3) Penjualan secara eceran kepada mereka 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dan b yang dilakukan di Toko Bebas Bea (Duty 
Free Shop) diluar Terminal keberangkatan atau 
kedatangan hanya untuk dikonsumsi sendiri. 

(4) Penjualan secara eceran kepada mereka 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
yang dilakukan di Toko Bebas Bea (Duty Free 
Shop) Terminal Keberangkatan di Bandara 
Internasional/-Pelabuhan Utama, harus dengan 
memperlihatkan paspor dan tanda bukti 
penumpang (Boarding Pass). 

(5) Penjualan secara eceran kepada mereka 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 
yang dilakukan di Toko Bebas Bea (Duty Free 
Shop) Terminal kedatangan di Bandara 

Internasional/ Pelabuhan Utama, harus 

dengan memperlihatkan paspor dan tanda bukti 
penumpang (Boarding Pass). 


Pasal 25 

Pengecer atau Penjual Langsung Untuk Diminum 
dilarang menjual Minuman Beralkohol golongan A, 
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B dan C, kecuali kepada Warga Negara Indonesia 
yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun 
yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan 
Warga Negara Asing yang telah dewasa. 


Pasal 26 

(1) Industri Minuman Beralkohol, Importir, 

Distributor, Sub Distributor, Pengecer 

termasuk Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) dan 
Penjual Langsung Untuk Diminum Minuman 
Beralkohol golongan A, B dan C dilarang 
mengiklankan Minuman Beralkohol golongan 

A, B dan C . 

(2) Khusus iklan dalam bentuk bill board yang 
telah ada sebelum Keputusan ini ditetapkan 
akan diatur tersendiri. 


Pasal 27 

(1) Importir, Distributor, Sub Distributor, 

Pengecer termasuk Toko Bebas Bea (Duty Free 
Shop), Penjual Langsung Untuk Diminum Minuman 
Beralkohol termasuk Hotel, Restoran, Bar, Pub 
dan Klab Malam dan tempat tertentu lainnya 
yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala 

Daerah/Bupati/Walikotamadya, yang 

mengedarkan dan atau menjual Minuman 
Beralkohol golongan B dan C, wajib memperoleh 
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan atau 
Surat Izin Tetap Usaha Hotel dan Restoran, 
serta wajib memperoleh Surat Izin Usaha 
Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB). 

(2) Khusus bagi Hotel Berbintang 3, 4 dan 5 serta 
Restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam 
Selaka, yang telah memperoleh Surat Izin 
Tetap Usaha Hotel atau Restoran, untuk 
memperoleh SIUP MB cukup melampirkan Surat 
Izin tetap Usaha Hotel atau Restoran yang 
asli dan sah. 

(3) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman 
Beralkohol (SIUP MB) sebagaimana dimaksud 
ayat (1) berlaku sebagai persyaratan pokok 
untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan 
Minuman Beralkohol golongan B dan C di 
seluruh wilayah Indonesia. 

(4) Importir, Distributor, Sub Distributor, Toko 
Bebas Bea (Duty Free Shop) maupun Penjual 
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Langsung Untuk Diminum Minuman Beralkohol 
golongan B dan C ditempat/lokasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 23 
ayat (1) wajib memperoleh Surat Izin Usaha 
Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB). 

(5) Untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan 
Minuman Beralkohol (SIUP MB), Perusahaan 
bersangkutan wajib mengaju-kan surat 
permintaan kepada Menteri. 


Pasal 28 

SIUP MB berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung 
mulai tanggal ditetapkannya dan dapat 
diperpanjang. 


Pasal 29 

Tata cara pemberian SIUP MB diatur tersendiri 
dengan Keputusan Menteri. 


Pasal 30 

(1) Importir Minuman Beralkohol, Distributor, Sub 
Distributor, Toko Bebas Bea (Duty Free Shop), 
dan Penjual Langsung Untuk Diminum harus 
menyimpan Minuman Beralkohol golongan B dan C 
di gudang yang terpisah dengan barang-barang 
lain. 

(2) Pemasukan dan pengeluaran Minuman Beralkohol 

golongan B dan C ke dan dari gudang 

penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus dibuatkan Kartu Data Penimbunan. 

(3) Kartu Data Penimbunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat 
jumlah, jenis, merek, tanggal pemasukan 
barang ke gudang dan asal barang. 

(4) Kartu Data Penimbunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan (3) wajib diperlihatkan 

kepada pengawas yang melakukan pemeriksaan. 


BAB V 

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN 


Pasal 31 
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Pengawasan dan Pengendalian dilakukan terhadap : 

a. Industri Minuman Beralkohol, Importir Minuman 

Beralkohol, Distributor, Sub Distributor, 

Toko Bebas Bea (Duty Free Shop), dan Penjual 
Langsung Untuk Diminum Minuman Beralkohol 
golongan A, B dan C; 

b. Perizinan, sarana produksi, produksi, bahan 
baku/penolong, mutu dan impor Minuman 
Beralkohol golongan A, B dan C serta 
pelaksanaan peredarannya. 

c. Tempat/lokasi pengedaran dan penjualan Minuman 
Beralkohol golongan A, B dan C. 


Pasal 32 

(1) Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf 

a dan b dilaksanakan oleh Depertemen 

Perindustrian dan Perdagangan, Departemen 
Kesehatan dan Departemen Keuangan sesuai 
dengan kewenangan masing-masing dengan 
dikoordinasikan oleh Menteri. 

(2) Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf 

c dilaksanakan oleh Bupati/Walikotamadya 
Kepala Daerah Tingkat II atau Gubernur Kepala 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta. 

(3) Pelaksanaan Pengawasan usaha pembuatan 

Minuman Beralkohol secara tradisional 
dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat I berdasarkan Pedoman Pengawasan 
Usaha Pembuatan Minuman Beralkohol secara 

Tradisional sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran III Keputusan ini. 

(4) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I wajib 

menyampaikan laporan kepada Menteri: 

a. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) 
dan Pasal 31 huruf c; 

b. Rekapitulasi Laporan Bupati/Walikotamadya 

Kepala Daerah Tingkat II kepada Gubernur 
Kepala Daerah Tingkat I mengenai 

lokasi/tempat tertentu penjualan Minuman 
Beralkohol golongan A, B dan C yang 
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ditetapkan oleh Bupati/Walikotamadya 

Kepala Daerah Tingkat II. 


Pasal 33 

(1) Setiap perusahaan yang telah memperoleh 
Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman 
Beralkohol (SIUP MB) diwajibkan menyampaikan 
laporan kepada Menteri. 

(2) Tatacara pelaporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur tersendiri dengan Keputusan 
Menteri. 


Pasal 34 

(1) Distributor Minuman Beralkohol golongan A, B 

dan C ditunjuk oleh Industri Minuman 

Beralkohol dan atau Importir Minuman 
Beralkohol. 

(2) Sub Distributor Minuman Beralkohol golongan 

A, B dan C ditunjuk oleh Distributor 

Minuman Beralkohol. 

(3) Penunjukan Distributor dan Sub Distributor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

(2) setelah mendengar pendapat Assosiasi 
penjual Minuman Beralkohol yang terkait. 

(4) Persyaratan untuk menjadi Distributor dan Sub 

Distributor sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri tersendiri, dan 

penunjukannya wajib dilaporkan kepada 

Menteri. 


BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 35 


Setiap Industri Minuman Beralkohol golongan A, B 
dan C yang telah memperoleh Izin Usaha 
Industri atau STPIK/TDI sebelum 
Keputusan ini ditetapkan dan belum melaksanakan 
ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 
ayat (2) diwajibkan menyesuaikan segala 
sesuatunya sesuai dengan ketentuan dalam 
keputusan ini, dan diwajibkan 


Data_elektronis_sumber_hukum_RGS_&_Mitra 
Dihimpun dari cyber-space [internet] Indonesia diedit ulang oleh, 
Kantor Pengacara-Konsultan Hukum RGS & Mitra 
http://welcome.to/RGS_Mitra ; rgs@cbn.net.id ; pengacara_rgs@yahoo.com 


memperbaharui/mengganti perizinan dalam bentuk 
Izin Usaha Industri sesuai Keputusan ini 
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak 
Keputusan ini ditetapkan. 


Pasal 36 

Khusus bagi Industri Minuman Beralkohol golongan 
A, B dan C yang harus menyesuaikan proses 
produksinya sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 
(2) dapat mengajukan permohonan perpanjangan 
jangka waktu pembaharuan/penggantian izin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 kepada 
Menteri dengan disertai alasan-alasan teknis 
yang mendukung. 

Pasal 37 

(1) Setiap Importir, Distributor, Sub 

Distributor, Toko Bebas Bea (Duty Free Shop), 
Pengecer dan Penjual Langsung Untuk Diminum 
Minuman Beralkohol golongan B dan C termasuk 
Hotel, Restoran, Bar, Pub dan Klab Malam yang 
mengedarkan dan atau menjual Minuman 
Beralkohol yang telah memperoleh Surat Izin 
Usaha Perdagangan (SIUP) dan atau Surat Izin 
Tetap Usaha Hotel atau Restoran sebelum 
Keputusan ini ditetapkan, diwajibkan pula 
memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan 
Minuman Beralkohol (SIUP MB) selambat- 
lambatnya 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini 
ditetapkan. 


(2) Setiap Importir, Distributor, Sub 

Distributor, Toko Bebas Bea (Duty Free Shop), 
Pengecer dan Penjual Langsung Untuk Diminum 
Minuman Beralkohol golongan B dan C termasuk 
Hotel, Restoran, Bar, Pub dan Klab Malam yang 
mengedarkan dan atau menjual Minuman 
Beralkohol golongan B dan C, yang tidak 
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) setelah batas waktu 6 (enam) 
bulan sejak Keputusan ini ditetapkan, 

dicabut Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

(3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan atau 

Surat Izin Tetap Usaha Hotel atau Restoran 
yang telah diperoleh oleh Importir, 

Distributor, Sub Distributor, Toko Bebas Bea 
(Duty Free Shop), Pengecer dan Penjual 


Data_elektronis_sumber_hukum_RGS_&_Mitra 
Dihimpun dari cyber-space [internet] Indonesia diedit ulang oleh, 
Kantor Pengacara-Konsultan Hukum RGS & Mitra 
http://welcome.to/RGS_Mitra ; rgs@cbn.net.id ; pengacara_rgs@yahoo.com 


Langsung Untuk Diminum Minuman Beralkohol 
termasuk Hotel, Restoran, Bar, Pub dan Klab 
Malam yang mengedarkan dan atau menjual 
Minuman Beralkohol sebelum Keputusan 
ini ditetapkan, berlaku juga untuk 
melaksanakan kegiatan perdagangan Minuman 
Beralkohol golongan A berdasarkan 
Keputusan ini. 


BAB VII 
S A N K S I 


Pasal 38 


(1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (8), 
Pasal 13 ayat (7), Pasal 15, Pasal 16 ayat 
(3), Pasal 17, Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, 
Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21, 
Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24, 
Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 30, Pasal 
33 ayat (1), dan Pasal 34 ayat (4), dikenakan 
sanksi berupa : 

a. Untuk perusahaan Minuman Beralkohol 
golongan A dicabut SIUP nya. 

b. Untuk perusahaan Minuman Beralkohol golongan 
B dan C dicabut SIUP dan SIUP MB nya. 


(2) Ketentuan dan Tata Cara pencabutan SIUP bag! 
Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha 

perdagangan Minuman Beralkohol 

golongan A dan SIUP MB dilaksanakan 
berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian 
dan Perdagangan No. 

360/MPP/Kep/10/ 1997 tentang Tata Cara 

Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan 
Minuman Beralkohol. 

Pasal 39 


Industri Minuman Beralkohol, Importir Minuman 
Beralkohol, Distributor, Sub 
Distributor, Toko Bebas Bea (Duty Free Shop), 
Pengecer dan Penjual Langsung Untuk Diminum 
Minuman Beralkohol golongan A, B dan C yang 
melanggar ketentuan dalam Keputusan ini selain 
dikenakan sanksi pencabutan Izin Usaha Industri, 
SIUP dan SIUP MB sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38 ayat (1) juga dapat dikenakan sanksi 
sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
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BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 40 

(1) Setiap Industri Minuman Beralkohol golongan 
A, B dan C yang tidak melaksanakan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 
36 setelah batas waktu yang ditetapkan 
berakhir, Izin Usaha Industri atau STPIK/TDI 
dicabut serta dinyatakan tidak berlaku lagi. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 
dan Pasal 36 berlaku bagi setiap Perusahaan 
Industri Minuman Beralkohol golongan A, B dan 
C baik dalam rangka PMA/PMDN maupun Non 
PMA/PMDN. 

Pasal 41 

Pelaksanaan Keputusan ini tidak dipungut biaya 
apapun kecuali Cukai PPN dan PPn BM bagi Minuman 
Berlakohol produksi dalam negeri dan Bea Masuk, 
Cukai PPN, PPn BM PPh Pasal 22 serta kewajiban 
Pajak lainnya bagi Minuman Beralkohol yang 
berasal dari Impor sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 42 

Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka semua 
ketentuan yang mengatur pengawasan dan 
pengendalian produksi, impor, pengedaran dan 
penjualan Minuman Beralkohol yang bertentangan 
dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 43 

Semua ketentuan dalam Keputusan ini berlaku juga 
bagi Industri Minuman Beralkohol mengandung 
rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan 
kesehatan. 


Pasal 44 

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini 
akan diatur kemudian. 

Pasal 45 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 


Ditetapkan di Jaka rta 
Pada tanggal 

MENTERI PERINDUSTRIAN 
DAN PERDAGANGAN R.I. 


T. ARIWIBOWO 


